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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator
sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap
indikator kinerja program dan indikator kinerja
kegiatan dalam rencana strategis Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 - 2019

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
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Mengingat

—

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun

2015 - 2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019



Menetapkan

2016, No.317

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
653);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019.

Pasal I
Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653) diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin
tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan Hak
Asasi Manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah
pentingnya sebagai Kementerian yang mengemban tugas dibidang hukum
dan Hak Asasi Manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima

yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Dalam kerangka melaksanakan visi dan misi Presiden secara utuh
melalui Trisakti yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi,
dan kepribadian dalam kebudayaan yang secara implementatif dalam
Nawacita ke-4 yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya.

Esensi dari trisakti dan nawacita tersebut jika dikaitkan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan mewujudkan

teknologi yang terus meningkat ini sebagaimana tahapan RPJMN ke-3



